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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa
Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana
ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku
yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun

daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional,
nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A

Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.



B. Konsonan

| =Tidak o= =d
dilambangkan
o =b L =th
<=t L =dh
S o=ts ¢ = ‘(koma menghadap
keatas)

c =] ¢ =gh
z =h < =f
¢ =kh S =q
v =d d =k
3 =dz Jd =1
o =T g =M
J =z g =n
o =8 s =W
o =gy s =h
o= =sh s =Yy

Hamzah (s) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak

di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (°), berbalik dengan koma ()

untuk pengganti lambang “¢”.




C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”,

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = & misalnya J®menjadi gala
Vokal (i) panjang = T misalnya J:#menjadi gila
Vokal (u) panjang = 0 misalnya ¢s2 menjadi dina

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan
dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,

wawudanya’ setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan

contoh berikut:
Diftong (aw) = smisalnya Js#menjadi gawla
Diftong (ay) = misalnya _samenjadi khayrun

D. Ta’ marbithah (3)

Ta’ marb(thah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w el 4l )
menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
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ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya 44, menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah
Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaladlah yang
berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka

dihilangkan. Perhatikancontoh-contohberikutini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya’ Allahkanawama lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang
sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem

transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari
muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan

salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”
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Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais”
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata
tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan
orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara

“Abd al-RahmanWahid,” “AminRais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.
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Abstrak

Amrizzal Johar Nurrahman, 18220111. Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Perspektif Maslahah (Studi di Kecamatan Denpasar Utara), Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M.H.

Kata Kunci: Penerapan, Penyelenggaraan, Bidang Jaminan Produk Halal,
Sertifikasi Halal, Maslahah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah yang mayoritas masyarakatnya
nonmuslim menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain penggunaan produk halal
menjadi suatu keharusan bagi masyarakat muslim, menghindari konflik juga
menjadi hal yang penting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
bidang jaminan halal di Kecamatan Denpasar Utara dan bagaimana penerapan
produk halal tersebut perspektif maslahah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi,
sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan
literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis dengan metode editing,
klasifikasi, verifikasi, analisis data lalu diambil kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di
Kecamatan Denpasar Utara sudah diterapkan sesuai dengen Peraturan Pemerintah
tersebut. Adanya sertifikasi jaminan halal ini memberikan dampak baik bagi
pelaku usaha berupa cakupan usahanya yang makin luas dan konsumen berupa
keamanan dan jaminan kehalalan. Hadirnya peraturan tersebut memberikan
kepastian hukum adanya jaminan produk halal. Berdasarkan syarat maslahah,
peraturan tersebut beserta penerapannya di Kecamatan Denpasar Utara
menunjukan adanya kemanfaatan yang hakiki, diperuntukan untuk kepentingan
umum, dan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah
Rasullullah. Peraturan tersebut juga termasuk dalam maslahah daruriyat, karena
orientasinya adalah menjaga agama dengan menghindari konsumsi dan
penggunaan produk non halal. Penerapan aturan tersebut di Kecamatan Denpasar
Utara tergolong maslahah hajiyat, karena memberikan kemudahan kepada pelaku
usaha dan konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan produk halal.
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Abstract

Implementation of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the
Implementation of the Maslahah Perspective Halal Product Assurance (Study in
North Denpasar District), Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty
Nasyiah, M.H.

Keywords: Implementation, Guarantee of Halal Products, Halal Certification,
Maslahah.

The implementation of Government Regulation Number 39 of 2021
concerning the Implementation of Halal Product Guarantees in areas where the
majority of the community is non-Muslim is a challenge in itself. On the other
hand, the use of halal products is a must for the Muslim community, and avoiding
conflict is also important. The purpose of this study is to find out how the
implementation of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the
Implementation of the field of halal assurance in North Denpasar District and how
the application of halal products is from a maslahah perspective.

This research is an empirical juridical research with a qualitative approach.
Primary data was obtained from interviews, observations, and documentation,
while secondary data was obtained from legislation and literature related to
research. The data were analyzed by editing, classification, verification, and data
analysis, and then conclusions were drawn.

This study concludes that the application of Government Regulation
Number 39 of 2021 concerning the implementation of the Halal Product
Assurance sector in North Denpasar District has been implemented by the
Government Regulation. The existence of this halal guarantee certification has a
good impact on business actors in the form of a wider scope of business and
consumers in the form of security and halal assurance. The presence of these
regulations provides legal certainty for the existence of guarantees for halal
products. Based on the mashlah requirements, the regulation and its
implementation in North Denpasar District show that there is an essential benefit,
intended for the public interest, and the regulation does not conflict with the
Qur'an and the Sunnah of the Prophet. The regulation is also included in maslahah
daruriyat because its orientation is to maintain religion by avoiding the
consumption and use of non-halal products. The application of these rules in
North Denpasar District is classified as maslahah hijaiyat, because it provides
convenience to business actors and consumers in obtaining and using halal
products.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di
dunia sudah sepatutnya menjamin kehalalan terhadap semua produk
kebutuhan umat Islam. Terlebih lagi 207 juta jumlah penduduk Indonesia
adalah beragama muslim atau sebanyak 87,2% meskipun Indonesia memiliki
lima agama yang diakui oleh undang-undang. Islam sebagai agama mayoritas
tentu memiliki pengaruh yang besar terutama di bidang yang dikonsumsi
oleh masyarakat terutama makanan atau hal-hal yang membutuhkan jaminan
halal .

Sejatinya pola hidup manusia diatur seapik mungkin dalam syariat
Islam, maka tidak heran jika segala sesuatu yang dilarang Islam justru
sebagai pagar diri dari kemafsadatan dan sebaliknya apa-apa yang
diharuskan dalam Islam ialah tonggak kemaslahatan. Sebagai agama yang
sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, Islam mengajurkan umatnya
agar makan dan minum dalam batasan wajar.?

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat
muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi

lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi

1 Enam Agama di Indonesia, Portal Informasi Indonesia, https://Indonesia.go.id/profil/agama.
Diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

2 Muhammad Baghir al-Habsyi, Figih Praktis Menurut al-Qur’an, Sunah dan Pendapat Ulama,
(Bandung: Mizan, 1999), 51.
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juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat.
Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan
konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk
mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat
Islam dengan produk yang tidak halal.

Pengaturan mengenai jaminan produk halal di Indonesia sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal, yang kemudian diperbaharui dengan Pasal 768 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal yang demikian tentu
berdampak pula terhadap adanya perubahan peraturan pelaksana undang-
undangnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP
Nomor 39 Tahun 2021) hadir sebagai pengganti atas perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk
Halal.

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting memiliki
produk yang berlabel halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH), karena konsumen akan memahami bagaimana memilih produk
berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Banyaknya produk
makanan yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat,
kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen

untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya. Di dalam PP No. 39 Tahun



2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal Pasal 1 dijelaskan
bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) melalui Sidang Fatwa Halal.

Makanan yang baik menurut Islam bukan makanan yang diolah atau
dimasak hingga matang dan memiliki rasa enak melainkan makanan yang
baik yaitu makanan yang didapat atau diproduksi secara halal dan baik sesuai
dengan ajaran Islam. Agama Islam sangat menekankan keseimbangan
pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Setiap Muslim
berkewajiban untuk bukan saja memilih makanan yang sehat, tetapi juga
makanan yang halal. Kehalalan yang berkenaan dengan cara
mendapatkannya maupun mengenai substansinya. Maka makanan-makanan
yang baik dan dihalalkan oleh Allah SWT adalah makanan yang bermanfaat
bagi badan, akal, dan akhlak. Maka bagi seorang Muslim tatkala hendak
mengkonsumsi makanan selain mementingkan aspek nilai gizi perlu juga
mementingkan akan kehalalannya.

Untuk bahan makanan berasal dari hewan kehalalannya ditentukan
oleh, proses penyembelihan dan proses produksinya. Perlu diingat, bahwa
penyembelihan dalam Islam, bukan sekedar memotong saluran makan dan
pernapasan hewan hingga putus, tetapi harus melalui penyembelihan yang
sesuai dengan syariat Islam. Salah satu persoalan cukup mendesak yang
dihadapi adalah membanjirnya produk makanan olahan yang tidak terjamin
kehalalannya apabila tidak ada kepastian jaminan halal dalam produk

tersebut . Umat sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang
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akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya.

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik
merupakan perintah agama dan hukumnya wajib sehingga menjadi suatu
keharusan. Dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang
sekaligus dianjurkan untuk dimakan.
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Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".
(QS. Al-Bagarah: 168)

Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai
mengikuti ajaran setan. Mengkonsumsi yang tidak halal (haram)

menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh

Allah SWT.”

Sertifikasi halal di Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari
wilayah Provinsi Bali dengan adanya Perubahan Undang-Undang yang baru
dalam penanganan Jaminan Produk Halal dan dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah yang baru tentu ada pendekatan yang berbeda dalam melakukan
sertikasi halal di Provinsi Bali yang awalnya di Pegang oleh LPPOM-MUI
Bali (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika — Majelis
Ulama Indonesia Bali) kemudian dikelola oleh Badan Penerapaan Jaminan

Produk Halal (BPJPH) yang berada dalam naungan Kementerian Agama Bali.



Terkait penyelenggaraan jaminan produk halal ini juga sudah secara tegas di
amanatkan dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang
menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)

dilaksanakan oleh BPJPH.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali
yang selama ini merupakan daerah yang mayoritas penduduknya non muslim
tentu memiliki polemik yang cukup terbuka. Namun lantas menimbulkan
banyak pertanyaan tentang bagaimana aspek halal bisa berjalan dan terjamin
di daerah tersebut karena Bali banyak dikunjungi oleh wisatawan dosmetik
dan mancanegara yang berasal dari berbagai macam latar belakang, terutama
jaminan bagi mereka yang beragama Islam, yang mana hal ini menjadi alasan
dalam menentukan lokasi penelitian yaitu di kecamatan Denpasar Utara.

Perlu diketahui bahwa Provinsi Bali merupakan daerah destinasi wisata
unggulan di Indonesia yang 86,8% penduduknya beragama Hindu. Maka dengan
data yang demikian, tentu akan menjadi menarik bilamana Provinsi Bali,
yang dalam penelitian ini dikrucutkan di Kecamatan Denpasar Utara untuk
turut aktif dalam menyelenggarakan bidang jaminan produk halal yang sejak
17 Oktober 2019 sudah diberlakukan. Era baru sudah dimulai, pertama kali
setelah merdeka Indonesia menerapkan sistem jaminan produk halal. Hal
yang demikian menarik penulis untuk meneliti lebih jauh dengan judul:
“PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NO. 39

TAHUN2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN



PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Kecamatan
Denpasar Utara)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah diatas,
penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
di Kecamatan Denpasar Utara?
2. Bagaimana Penerapan Bidang Jaminan Produk Halal Perspektif
Maslahah di Kecamatan Denpasar Utara?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 76
PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara.
2. Untuk mengetahui bagaiaman penerapan Pasal 76 PP No. 39 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Prooduk Halal

perspektif Maslahah di Kecamatan Denpasar Utara.

D. Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah

yang diteliti.



1. Manfaat secara teoritis
Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya
perngetahuan dalam bidang Hukum ekonomi syariah terutama
dalam bidang sertifikasi halal atau penangan terhadap kehalalan
sebuah produk. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan
bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syari’ah.
2. Manfaat secara praktis

a. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk meberikan
kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan sistem
bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi syari“ah.

b. Manfaat yang pertama bagi penulis yakni, untuk menambabhi
ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengamati fenomena
hukum dimasa Kkini sehingga mampu mengamalkan
mengimplementasikan serta meningkatkan ilmu ditengah-
tengah masyrakat umumnya. Manfaat yang kedua yakni, guna
terpenuhinya  persyaratan dalam rangka terpenuhnya
persyaratan menempuh riset akhir kesarjanaan di jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah fakultas syariah UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang.



E. Definisi Operasional
1. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan
Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-
Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik"
daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang
tindih atau bertolak belakang.®

2. Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian
penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa
ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan
mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan
tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu
kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun

sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan

3 Maria Farida Indrati Soerorapto, llmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,
Op,Cit, 2006, 99



peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk

yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.*

Jaminan Produk Halal

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia
yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam.
Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin
pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah
yang berwenang.
Maslahah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih,
yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan
Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti
mencari kebaikan Tak jarang kata maslahah atau istislah ini disertai
dengan kata al-mu nasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan
tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu
pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat
di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun
untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan
maslahah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-figh, kata tersebut menjadi

sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan

4 Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru,

2009), 15.
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Syari" dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang

mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan

luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.®
F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika

pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang
jelas dan juga terarah secara terstuktur meliputi beberapa bab yang masing-
masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok
permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat
diuraikan sebagai berikut.

BAB | Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa
latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan
dalam pokok- pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub
bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang
bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan
penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab
keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan
juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata
kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab

sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstuktur.

5 Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer (Cet. |; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.
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BAB Il Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan
bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah
dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan
Pustaka berisi mengenai konsep pemikiran yuridis berupa landasan konseptual
dan teoritis meliputi tinjauan umum bagaimana upaya Kecamatan Kuta dalam
Menerapan Bidang Jaminan Produk Halal sesuai dengan Perturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2021 serta dari sudut pandang maslahah sebagai dasar
pengkajian analisis permasalahan yang akan diangkat.

BAB 111 Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis
penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan
yuridis  sosiologis  (sociological jurisprudensce). Lokasi penelitian
dilaksanakan di Kecamatan Kuta. Jenis dan sumber data penelitian meliputi
wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan
dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan
yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi
penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguaraian yang
kemudian dilakukan Klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan
untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan
penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai

dengan tujuan dan manfaat penelitian.
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BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil
pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari
permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada
bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak

untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan diteliti nanti tentunya melihat dari kajian-

kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari

hasil pencarian data yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa judul

yang hampir sama dengan judul skripsi peneliti antara lain:

1.

Penelitian yang ditulis oleh Lise Nandini dengan judul:
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG
JAMINAN PRODUK HALAL DI WILAYAH NUSA
TENGGARA TIMUR, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA Tahun 2021. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara observasi dan
dokumentasi yang bersifat deskriptif analitis. Dalam skripsi ini
penulis memfokuskan terlebih dahulu dari hasil telaah dokumen
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Wilayah Nusa
Tenggara Timur, Penulis menyatakan dari hasil penelitian ini

ditemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta untuk
mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk
Halal di wilayah bagian Tenggara Indonesia yakni di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Penelitian yang ditulis oleh Niswatul Matsna Khumaerok dengan
judul:  TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA
SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi
Kasus pada Industri Rumah Tangga Mascot Coffee di Parakan
Kauman Kecamatan Parakan  Kabupaten = Temanggung),
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SALATIGA Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan
metode empiris yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang
bersifat deskriptif analitis. Untuk mengetahui argumen pelaku
usaha industri rumah tangga Mascot Coffee tentang pencantuman
label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dan
untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah

No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
15



Produk Halal terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi
halal Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Fatika Rahma Hamidah dengan judul:
EFEKTIVITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT HALAL, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif vyaitu penelitian yang menggunakan studi
kepustakaan dengan data Pustaka atau data sekunder belaka yang
berkaitan tentang BPJPH dalam pendekatan penyelenggaraan
sertifikasi halal. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPJPH
serta untuk mengetahui efektifivitas BPJPH dalam proses penerpan
sertifikasi halal.

Penelitian yang ditulis oleh lyyana Khoirunnisa dengan judul:
TINJAUAN  MASLAHAH TERHADAP PEMBENTUKAN
LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA,
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normative dengan menggunakan studi kepustakaan (library
research) yang menggunakan metode kualitatif. Analisis yang

digunakan adalah pola pikir deduktif. Penelitian ini membahas
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terkait analisia maslahah terhadap pembentukan LPPOM-MUI,
termasuk dalam kategori maslahah mursalah karena tidak memiliki
dalil dari al-Qur’an maupun al-Hadith. Kemudian berdasarkan
tingkatan kepentingan maslahah terhadap pembentukan LPPOM-
MUI maka dalam tingkatan maslahah daruriyah. Sedangkan
analisis maslahah terhadap pembentukan BPJPH, termasuk dalam
kategori maslahah mursalah karena tidak memiliki dalil dari al-
Qur’an maupun al-Hadits. Sedangkan berdasarkan tingkatan
kepentingan maslahah terhadap pembentukan BPJPH maka
termasuk dalam tingkatan maslahah daruriyah.

Penelitian yang ditulis oleh Harpani dengan judul TELAAH
PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan
metode library research, dengan menggunakan bahan hukum
primer yang berupa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal dan bahan hukum skunder semua
publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.
Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pada pasal 53 Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

menegaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam mengawasi
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produk halal yang beredar serta keberlakuan sertifikat halal itu

sendiri berlaku selama 4 tahun dan pengajuan perpanjangan

diberlakukan ketika 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat

tersebut berakhir, dan bagi pelaku usaha yang tidak menjaga

kehalalan produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal sesuai

dengan yang tertera dalam pasal 56 tersebut akan dikenakan sanksi

pidana, hal tersebut merupakan upaya hukum yang diterapkan

untuk menjaga kehalalan produk yang memiliki sertifikat halal.

Tabel.1
Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Peneliti
Lise PENERAPAN Fokus Pada
PERATURAN
Nandini PEMERINTAH penelitian penelitian
NOMOR 39 TAHUN
2021 TENTANG terdahulu ini terdahulu ini
PENYELENGGARAN
BIDANG JAMINAN sama-sama melakukan
PRODUK HALAL DI
WILAYAH NUSA membahas penelitian di
TENGGARA TIMUR
tentang Wilayah
penerapan Nusa
jaminan produk | Tenggara
halal, dan Timur
metode
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penelitian sama-
sama
menggunakan

metode empiris.

Niswatul TINJAUAN HUKUM Fokus Perbedaan
ISLAM DAN

Matsna PERATURAN penelitian pada letak
PEMERINTAH NO. 39

Khumaerok | TAHUN 2021 terdahulu ini pembahasan
TENTANG
PENYELENGGARAA | sama sama dan  daerah
N BIDANG JAMINAN
PRODUK HALAL membahas penelitian.
TERHADAP
PENCANTUMAN tentang

LABEL HALAL
TANPA SERTIFIKASI | Peraturan
HALAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA | Pemerintah No
(Studi Kasus pada
Industri Rumah Tangga | 39 Tahun 2021
Mascot Coffee di
Parakan Kauman dan sama-sama
Kecamatan Parakan
Kabupaten menggunakan
Temanggung)
metode empiris.

Fatika EFEKTIVITAS Sama-sama Metode
BADAN

Rahma PENYELENGGARA tentang penelitan
JAMINAN PRODUK

Hamidah HALAL (BPJPH) penerapan atau | menggunaka
DALAM
MENERBITKAN efektifvitas n metode
SERTIFIKAT HALAL,
FAKULTAS meneliti tentang | Normatif.
SYARIAH DAN
HUKUM Badan jaminan
UNIVERSITAS

19




ISLAM NEGERI produk halal.
SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
lyyana TINJAUAN Fokus Metode
MASLAHAH
Khoirunnis | TERHADAP penelitian penelitan
PEMBENTUKAN
a LEMBAGA JAMINAN | terdahulu ini menggunaka
PRODUK HALAL DI
INDONESIA sama-sama n metode
membahas Normatif.
tentang
penerapan
jaminan produk
halal
Harpani TELAAH PASAL 56 Fokus Metode
UNDANG-UNDANG
NO 33 TAHUN 2014 penelitian ini penelitian
TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL memiliki menggunaka
persamaan yaitu | n metode

terkait tentang
penyelenggaraa
n jaminan

produk halal

normatif dan

Perbedaan

Sumber

Hukum

20




B. Kerangka Teori
1. Penyelengaraan Produk Halal
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemeritah ialah
peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan
undang undang sebagai mestinya. Berkaitan dengan ini maka dapat
di pastikan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal,
merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak
lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja. Perlu diketahui bahwa Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari
Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka secara otomatis,
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan
Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.®
Saat ini regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal

adalah Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja,

® Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan
Produk Halal.
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diterbitkan untuk mengubah 24 pasal Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian
maka secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jamina Produk Halal
muatannya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah
sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah mengenai
bidang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa ketentuan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang di
ubah ke dalam 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja. Adapun perubahan pasal tersebut
diantaranya:
1. Penambahan Pasal 76A Tentang Sertifikasi Halal Mikro
Diantara Pasal 76 dan 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal, disisipkan Pasal 76A. Berikut adalah
bunyi pasalnya:’
a.) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil
didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil.
b.) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau

7 Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyenggaraan Bidang jaminan
Produk Halal.
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memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan Kriteria:

a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah
dipastikan kehalalannya; dan

b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

c.) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan
oleh BPJPH.

d.) Standar halal sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
a. lkrar/pernyataan pelaku usaha yang berisi: kehalalan produk

dan Bahan yang digunakan, dan PPH.
b. Adanya pendampingan PPH.

e.) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada
MUI.

f.) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk
menetapkan kehalalan Produk.

g.) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

h.) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam peraturan BPJPH.
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2. Perubahan Bidang Kerja Sama BPJPH dengan MUI Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Mengenai perubahan pasal tersebut, berbunyi:

a.) Kerja sama BPJH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam
pasal 104 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan
produk.

b.) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan
produk.

c.) Keputusan penetapan kehalalan produk tetap berlaku sepanjang

tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produksi.

Diketahui bahwa sebelum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di amandemen, kerja sama
Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi tiga hal, yakni sertifikasi

auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

3. Penetapan Kehalalan Produk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Terkait bahasan tersebut, maka bunyi pasalnya adalah:®

8 Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyenggaraan Bidang jaminan
Produk Halal.
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a.) Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oteh MUI melalui
sidang fatwa halal MUI.

b.) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI provinsi, MUI
kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

c.) Hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal Produk
atau penetapan ketidakhalalan produk. Disebutkan pula pada pasal
berikutnya:®
a. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan
dokumen dari LPH diterima oleh MUI.

b. Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan kehalalan
Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu
penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) Hari
dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.

c. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terlampaui, BPJPH memberitahukan secara tertulis mengenai
status permohonan penetapan kehalalan produk kepada

pemohon.

% Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyenggaraan Bidang jaminan
Produk Halal.
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4. Penerbitan Sertifikasi Halal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun perubahan tersebut mengenai: Penerbitan Sertifikat Halal oleh
BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan
penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.° Perbedaan dengan
pasal sebelumnya yaitu, jangka waktu penerbitan sertifikasi halal dilakukan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal paling lama 7 (tujuh hari). Artinya ada

percepatan proses kerja yang mesti di lakukan BPJPH.

Pasal yang di cantumkan di atas hanyalah beberapa ketentuan dari
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang
mengalami perubahan. Pada intinya perubahan yang terjadi dalam Pasal 768
Undang-Undang Nomor 11 Tentan Cipta Kerja lebih terfokus pada teknis kerja
Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang mungkin terbitnya
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di pandang lebih sesuai dan relevan untuk di

terapkan.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas
kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-

produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah

10 pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyenggaraan Bidang jaminan
Produk Halal.
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aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam
yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di
wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan
dan bimbingan kepada layanan masyarakat Sebenarnya praktik pencantuman label
halal sudah tergolong lama di lakukan oleh produsen di Indonesia dan menjadi

bagian penting dari kebangiktan kesadaran muslim Indonesia.!

Jauh sebelum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur poduk
halal, sertifikasi halal tersebut di lakukan secara sukarela, artinya tidak ada
paksaan untuk melakukan seritikasi halal bagi para pelaku usaha. Meskipun
sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan, namun untuk konsep saat ini,
kewajiban sertifikasi halal tersebut di lakukan secara bertahap. Artinya ada

periodeisasi wajib halal.

. Sertifikasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk
lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu
adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal.
Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan
jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.Sertifikasi
halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa

tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi,

1 Abdurrahman Koronas, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 10.
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dan system jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan

standar yang ditetapkan (LPPOM MUI).

Sertifikasi di lakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan
status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan
kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama
kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan
harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan

produk.*?

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nmor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan
suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang
dikeluarkan oleh MUI.Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah
suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk
membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH)

memenuhi standar LPPOM MUI.13

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan

status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa

12 Hayyum Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan
Implemetasi, Journal of Halal Product and Research, no. 2, (2019): 72
13 panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
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mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian
digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal
dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya
digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka
untukmemberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya.
Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut

merupakan produk berstatus halal.*

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal
(sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal
dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah
diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi

halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH) yang ada di bawah BPJPH. Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada
Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifkat halal yang telah
diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini
diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam

Pasal 58 UU JPH, yaitu sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum

4Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan
Implementasi, 10
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Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu

sertifikat halal tersebut berakhir.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas
kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-
produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah
aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam
yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di
wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan

dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Maslahah
a. Pengertian maslahah

Secara etimologis, kata maslahah adalah kata benda infinitif dari akar kata
s-I-n} (zdw). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau
seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk
menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.’® Kata ini juga digunakan
untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang
ditujukan untuk kebaikan. Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk
mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan

kata al- manfa at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada

15 H.M.Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer (Cet. |; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112
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kenikmatan. 6

Dengan kata lain, tahshil al-ibga. Maksud tahsil adalah penghimpunan
kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibga adalah
penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat
dan sebab-sebabnya. Manfa ‘at yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah)
adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai
ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.Arti etimologis lain yang
dikemukakan ulama ushul tentang maslahah adalah identik dengan kata manfaat,
baik dari segi lafal maupun makna. la juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang
mengandung manfaat seperti dalam perdagangan.

Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia
mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang).
Atau ungkapan fil-amri masalih an-nas (ada kebaikan dalam urusan itu). Di
dalam maslahah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut: Hanya berlaku
dalam bidang mu“amalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak
berlawanan dengan maksud syar’iat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal
(tidak bertentangan dengan nash), dan maslahah ada karena kepentingan yang

nyata dan diperlukan oleh masyarakat.*’

Dapat diketahui bahwa lapangan maslahah selain yang berlandaskan ada

hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara

16 Al-Syatibi, al-Muwafagat fi Us}al al-Syari’ah, Muhammad ‘Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2,
Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. 3, 1424 H/2003 M), 76.
17 Abd. Wahab Khallaf, Vm Ushul Fighi (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li Dakwah al-
Islamiyah, 1973),h. 116.
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satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama
untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk
dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu
yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari maslahah juznya dari

tiap hukum yang ada di dalamnya.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan,
berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam
pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama,
dengan pengertian majaz, maslahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada
kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, maslahah adalah akibat itu sendiri yang
timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam
Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan
kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’.

b. Objek Kajian Maslahah
Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui
bahwa lapangan al-Maslahah selain yang berlandaskan pada hukum syara’
secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia
dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai
kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan

tersebut.
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Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa Al-Maslahah itu difokuskan
terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dala Al- Quran maupun
As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui
i 'tibar. juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau
giyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.8

c. Dasar Hukum Maslahah
Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori
maslahah, diantaranya yaitu:
1. Al-Quran.

Surat Anbiya’ (21) ayat 107

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad)

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi
Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar
mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah
menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia
mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima
rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di
akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan

merugi di dunia dan di akhirat.

18 Khallaf Abdul Wahab, llmu Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Amini, 2003), 122
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Surat Yunus (10) ayat 58
Sk G 5 5 Tiskdls BB iy d Lo 6

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘“Dengan karunia
Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka
bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka
kumpulkan.”

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat
maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah,
mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan
nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan
karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa,
menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang
dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus
menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira
syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian
merupakan gembira yang tercela.

2. Al-Hadits
Hadist Rasulullah diriwayatkan oleh lbnu Majah yang

berbunyi:
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Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa
Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-
Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW
bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula
saling memadharatkan. ” (H.R Ibnu Majah).
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan
(field research). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial.'® Oleh
karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam
arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan
dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti,
sehingga diharapkan benar-benar valid.

Dalam peneitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan
Petinggi LPPOM-MUI Provinsi Bali dan pelaku usaha yang ada di Kecamatan
Denpasar Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati yang dituangkan dalam bentuk paparan
data.?® Untuk bagaimana Upaya LPPOM-MUI Provinsi Bali sebagai
Pemangku kebijakan dalam melaksanakan jaminan produk halal di Kecamatan

Denpasar Utara.

19 peter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup,2005), 87
20 L exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), 4
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C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Denpasar Utara dan informan
yang dipilih ialah bapak Aji Pamungkas, S.Si, Selaku Ketua LPPOM MUI
Bali. Adapun yang menjadi alasan terkait penelitian di tempat ini karena
Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali yang
banyak dijadikan pendatang menjadi tujuan untuk menjadi tempat wisata,
maupun tempat penghidupan.
D. Sumber Data
1. Data Primer
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer lansung
diperoleh dari sumber pertama?' dan diamati serta dicatat untuk pertama
kalinya. Data primer didapat secara lansung dari wawancara dengan
sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di Kecamatan Denpasar Utara.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan
disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau
buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.?? Data
sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian-penelitian terdahulu,

buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

2L Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif,
(Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129
22 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30
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E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode
pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan
pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan
pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelakasanaan
tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.?® Hal ini
bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan No 39 Tahun 2021
Tentang Bidang Jaminan Produk Halal Perespektif Maslahah di

Kecamatan Denpasar Utara.

23 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.
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2. Observasi
Demi mendapatkan data yang yang akurat, seorang peneliti harus
melakukan pengmatan lansung terhadap objek yang diteliti.?
Pengamatan bisa dilakukan secara indrawi terhadap suatu kejadian
atau peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan
langsung oleh peneliti di Provinsi Bali.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan.?® Dokumen yang peneliti
lakukan dengan cara merecord penjelasan informasi kerika wawancara
berlansung guna sebagai penguat data sebelumnya.
F. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-
data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh
hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara
lain:
1. Editing
Proses penelitian kemBali terahdap catatan, berkas-berkas,
informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang

dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan

24 Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Graha
11mu,2006), 224.

25 Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, Metode Penelitian (Bandung: PT Renka Aditama, 2014),
139.
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jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban,
dan keragaman satuan data.?®

Proses editing dilakukan terhadap hasil penelitian yang didapatkan
oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder, pengeditan
data primer seperti wawancara guna memilih informasi yang sesuai
dengan pokok pembahasan dan mengesampingkan informasi yang kurang
relevan. Sama halnya dengan data sekunder seperti buku-buku yang tidak
semuanya dimasukan dalam kajian teori pembahasan, tetapi point penting
saja sebagai pelengkap dari data primer.
2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai
pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui
proses pencarian di lapangan dan setelah melewati tahap editing yaitu
melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting.
Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.?’

Dalam Klasifikasi, peneliti mengelompokan data mulai dari data
yang telah diedit, yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya untuk
mengelompokan data berupa hasil wawancara sesuai kategori tententu,
yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber
kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data

yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti.

26 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129
27 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

99
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3. Verifikasi (Pemeriksaan atau Pengecekan Data)

Pengecekan kemBali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan
guna memperoleh keabsahan data.?® Pengecekan kemabali semua data
yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-
data sampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data
bener-bener valid dan sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu,
peneliti kemBali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah
diwawancara dengan maksud memeberikan hasil wawancara yang telah
diedit dan diklasifikasi.

4. Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu
pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah ini yaitu menganalis data
yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, buku psikologi keluarga,
membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan.
Data itu setelah di edit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti
melakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai
yang diharapkan.?®

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif,

dimana analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena tersebut

28 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta CV, 2010),

248

2 Cik Hasan Bisri, Metode penelitian figh, (Jakarta: Penada media, 2003), 336.
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dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk
memperoleh kesimpulan.
5. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data
yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui
observasi langsung di LPPOM MUI Provinsi Bali maupun data dari
observasi pelaku usaha dan konsumen terhadap Penerapan pasal PP No. 39
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Provinsi Bali.
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BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Denpasar Utara

Luas wilayah Kecamatan Denpasar Utara sebesar 31,42 Ha atau 18,83
persen dari luas Kota Denpasar. Sedangkan bila dilihat dari penggunaan
tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar 691,00 Ha merupakan lahan sawah,
46,38 Ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan sisanya seluas 2404,62
Ha merupakan lahan bukan pertanian seperti jalan, pemukiman, perkantoran,
sungai, dan lain-lain Menurut letak geografis Kecamatan Denpasar Utara berada
antara 08 35' 31" — 08 44" 49" lintang Selatan dan 115 12' 09"-115 04' 39" bujur
timur.

Kecamatan Denpasar Utara merupakan bagian dari wilayah Kota
Denpasar dengan luas wilayah hanya 31,42 Km2, terbagi dalam 11
desa/kelurahan, dan 102 dusun/banjar. Seluruh desa/kelurahan di Kecamatan
Denpasar Utara merupakan Desa/kelurahan bukan pantai/pesisir. Menurut jenis
desa, tiga desa/kelurahan diantaranya berstatus kelurahan, dan delapan
desa/kelurahan berstatus desa dinas.

Pemerintahan Kecamatan Denpasar Utara Terbagi Menjadi 3 Kelurahan
dan 8 desa .Masing-masing Kelurahan atau terdiri dari 8 Aparat Pemerintahan
kecamatan desa / kelurahan. Dari 8 Aparat Pemerintahan desa/Kelurahannya

terdiri dari Masing masing Desa/Kelurahan yaitu ~ Kepala Desa/Lurah, Kepala
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Dusun/Banjar, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum,
Kaur Keuangan, Kaur Kesra dan Lainnya. Sedangakan Jumlah Banjar Dinas Di
Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 102 banjar Dinas dan terdiri dari 95 Banjar
adat.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Kecamatan Denpasar
Utara pada tahun 2016 berjumlah 197.970 jiwa yang terdiri dari 101 280
penduduk laki-laki (51,16 persen) dan 96.690 penduduk perempuan (48,88
persen).

Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara Hasil SP2010 pada tahun
2010 mencapai 175.899 jiwa, terdiri dari 90.101 laki-laki dan 85.798 perempuan
(sex ratio 103). Dilihat dari kelompok umur jumlah penduduk umur 0-4 tahun
mencapai 16 148 jiwa laki dan perempuan, umur 5-9 tahun mencapai 15 602
jiwa, umur 10-14 tahun mencapai 14 095 jiwa, umur 15 19 mencapai 13 920
jiwa,kelompok umur 20-24 tahun mencapai 15.997 jiwa, kelompok umur 25-29
tahun mencapai 17 840 jiwa, kelompok umur 30-34 tahun mencapai 17 351 jiwa,
kelompok umur 35-39 tahun mencapai 17.429 jiwa, kelompok umur 40-49 tahun
mencapai 10570 jiwa, kelompok umur 50-54 tahun mencapai 7.536 jiwa,
kelompok umur 55-59 tahun mencapai 5 440 jiwa, kelompok umur 60-64 tahun
mencapai 3 507 jiwa, kelompok umur 65-69 umur mencapai 2 482 jiwa,
kelompok umur70-74 tahun mencapai 1 397 jiwa dan kelompok umur 75+
mencapai 1.701 jiwa.

Suhu maksimun 36,40C terjadi pada bulan April, dan suhu minimum

20,20C terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara maksimum 79 persen
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pada bulan Januari, minimum 70 persen pada bulan Oktober. Curah hujan
maksimum 516,2 mm pada bulan Januari, dan minimum 0,4 mm pada bulan
Agustus.

Kecamatan Denpasa Utara terbagi dalam 8 Desa dan 3 Keluraha.
Seluruh  Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara merupakan
Desa/Kelurahan bukan pantai/pesisir. Berikut adalah Delapan Desa dan tiga

kecamatan:

o

Dangin Puri Kaja.

=)

Desa Dangin Puri Kangin.

134

Desa Dangin Puri Kauh.

d. Desa Dauh Puri Kaja.

@

Desa Peguyangan Kaja.

—h

Desa Peguyangan Kangin.
g. DesaPemecutan Kaja.
h. Desa Ubung Kaja.

Tiga kelurahan terdiri dari kelurahan:
a. Kelurahann Peguyangan.
b. Kelurahan Tonja.
c. Kelurahan Ubung.

2. Gambaran LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan

dan Kosmetika — Majelis Ulama Indonesia)

Penyelenggaraan bidang jaminan halal di Provinsi bali sebenarnya telah
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dilakukan sejak tahunn 1994 dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen
Muslim(YLKM) sebagai lembaga yang menjamin dan memberikan informasi
tentang jaminan produk di Provinsi Bali yang kemudian berubah regulasi supaya
adanya integrasi dalam pengurusan serta penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia
setelah ada pedoman LPPOM MUI Pusat tentanng pembentukan dan tata kerja
bagi LPPOM MUI di daerah, Maka pada tanggal 7 Rabiul Tsani 1423 H (18
Juni 2002) terbetuklah LPPOM MUI Provinsi Bali (Lembaga Pengkajian
Pangan, Obat-obatan dan Ko= smetika — Majelis Ulama Indonesia Bali) sebagai
garda terdepan dalam memberikan sertifikasi jaminan produk halal dan
informasi makanan halal di Provinsi Bali.*

Struktur Organisasi LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Bali berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Pelaksanaan Nomor SK19/Dir/LPPOM MUI

BALI/XI/21 Tahun 2021:

DEWAN PEMBINA

1. Direktur LPPOM MUI Pusat 2020-2025 (Ir. Hj. Muti Arintawati,
M.Si)

2. Ketua Umum MUI Bali 2020-2025 (Drs. H. Mahrusun Hadyono,
M.Pd.I)

3. H. Sunhadji Rofi’l, BA (Perintis Yayasan Konsumen, Embrio
LPPOM MUI Bali)

H. Roichan Muchlis (Direktur LPPOM MUI Bali 2010-2015)
H. M. Taufik As’adi, S.Ag (Ketua Umum MUI Bali 2015-2020)

a &

%0 Sejarah LPPOM-MUI/Sejarah LPPOM-MUI Provinsi Bali — LPPOM MUI Provinsi Bali —
Under Maintenance (halalmuibali.or.id)
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I1. DEWAN PELAKSANA
Direktur

Wakil Direktur
M .Biotech.St.

Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara

I11.  BIDANG AUDITING DAN STANDAR

Ketua

Anggota

1V. BIDANG PELATIHAN
Ketua

Anggota

: Apt. Aji Pamungkas, S.Si.

Dr. H. Badrut Tamam, S.TP.,

: Dedit Surya Jayadinata,S.TP.
: Maya Anita Putri, S.TP.
: H. Pinto Wahyudi, SE.

: drh. Wahyu Widyayandani.

1. Dra. Hj. Inna Narayani, M.Sc.
2. Ir. Hj. Soraya Badjideh.

3. Abdul Haris Agus Makmun,
SKH.

: drh. Mas Djoko Rudyanto, M.S.

1. Rubbana Sunardi, S.TP., M.TP.
2. Agus Irmansyah, S.TP.

V. BIDANG SOSIALISASI DAN KERJASAMA LEMBAGA

Ketua

Anggota
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: Jatmiko Wiwoho

1. drh. H. Pudji Rahardjo, M.S.
2. Taufik Mulyana, S.E.

3. Hj. Lili Anita Baliani, S.P.,
M.M.

4. Eko Tugas Pribadi.
5. Hariyanto, S.Pd.



6. H.Lewa Karma, S.Pd., M.Pd.
7. Fakhrurrazi Fakhri, S.Si.

8. drh. Romy Muhammad Dary
Mufa, M.Si.

Tugas dan wewenang LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia), sebagai berikut:
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas
kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-
produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah
aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam
yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya
di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan
ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat
B. Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan bidang jaminan Halal di Kecamatan
Denpasar Utara
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Indonesia dijalankan
sesuai dengan Undang-Undang dan di tindaklajuti dengan diterbitkan Perauran
Pemerintah untuk mengatur dan menjamin bagaimana Jaminan Produk Halal di
Indonesia dapat dilaksanan secara terstruktur dan tepat sasaran.
Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ialah peraturan

yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang undang sebagai
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mestinya.®! Berkaitan dengan ini maka dapat di pastikan bahwa adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan
Produk Halal, merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak
lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu
diketahui bahwa Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya,
yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019
Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pada dasarnya sifat utama sebuah negara adalah memaksa 2 Sifat
memaksa yang demikian tercermin pula pada pelaksanaan jaminan produk halal
di Indonesia. Mengingat bahwa semua produk yang masuk, beredar dan di
perdagangkan di Indonesia haruslah bersertifikasi halal.®® Maka terhitung sejak
17 Oktober 2019 hingga saat ini, kewajiban sertifikasi halal tetap di berlakukan.
Kebijakan-kebijakan sudah banyak di keluarkan, degan harapan regulasi terbaru
lebih sesuai untuk konsep penyelenggaran bidang jaminan produk halal.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Apt. Aji Pamungkas,

S.Si. sebagai Ketua LPPOM-MUI Bali (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan.
32 Isrok & Dhia Al Uyun, Ilmu Negara: Berjalan Dalam Dunia Abstrak, (Jakarta: UB Press, 2012),
4.
33 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang
Jaminan Produk Halal.
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obatan dan Kosmetika — Majelis Ulama Indonesia) terkait penerapan bidang
jaminan halal di Denpasar Utara apakah sudah sesuai dengan Pasal 76 Peraturan
Pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Beliau berpendapat bahwa:

“Penerapan Bidang jaminan halal di provinsi Bali tentu berjalan
sesuai dengan Undang-Undang terbaru dan Peraturan Pemeritah terbaru
sebagi tindak lanjut dari undang-undang, sebenarnya penyelengaraan
jaminan produk halal dibali sudah dilaksanakan cukup lama sejak tahun
1994 yang dilakukan olen Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui
Yayasan Layanan Konsumen Muslim Indonesia yang (YLKMI) kemudian
pada tahun 2002 berubah berubah Menjadi LPPOM-MUI sebagai bentuk
adanya Langkah maju dengan adanya regulasi yang terintegrasi dalam
pengurusan serta penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia setelah ada
pedoman LPPOM-MUI Pusat tentang pembentukan dan tata kerja bagi
LPPOM-MUI di daerah, meskipun pada saat itu masyarakat muslim dibali
tentu masih sedikit karena mayoritas masyarakat di Provinsi Bali adalah
bukan muslim melainkan Agama Hindu yang mana pada awalnya
sertifikasi halal di provinsi Bali masih dianggap sebelah mata oleh
masyarakat Bali karena dianggap sebagai Gerakan untuk mengislamkan
mereka namun dengan berjalanya waktu hal itu dapat diatasi dengan
sosialisasi yang kami berikan dan semakin cepat dengan berkembangnya
pola pikir masyarakat bahwa sertikasi halal dapat memberikan dampak
lebih bai di sector ekonomi dengan bertambahnya luas pasar yang bisa
mereka cakup dengan sertifikasi Halal. Jika dahulu layanan sertifikasi
halal semuanya melalu MUI melewati naungan LPPOM-MUI mulai dari
pendaftaran, memberi fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal kemudian
pada perkembanganya tugas sertifikasi halal yang secara administrasi
dikeloa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal yang berada
dalam naungan Kementerian agama yang Kemudian terintegrasi dengan
MUI dan LPPOM MUI dalam memeriksa dan memberikan fatwa halal.
Untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu sesuai dengan
Peraturan Pemerintah dengan memberikan layanan elektronik dalam
pengajuan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang bisa diakses
melalui Layanan SIHALAL dan nanti akan terintegrasi kepada LPPOM-
MUI sebagai LPH yang nanti akan memeriksa dan menguji kehalalan
produk yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan menjadi dasar MUI
dalam memberikan fatwa halalnya yang kemudian akan sertikasi halalnya
akan diterbitkan olen BPJPH yang prosesnya selama 21 hari dari
pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal”.34

34 Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)
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Dari pemaparan diatas, Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal di
Bali telah dijalankann sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar
Utara sebagai tindak lanjut dari undang-undang Pasal 768 Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta kerja yang secara otomatis mengamandemen Undang-undang
Sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminnan
Produk Halal. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerinntah Nomor 31 Tahu 2019
Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Jaminan Produk Halal Namun dalam Pelaksanaan sama-sama sepakat

untuk menyelengaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Secara teknis penyelenggaran jaminan produk halal di Kecamatan
Denpasar Utara tidak lepas dari peran LPPOM MUI Provinsi Bali (Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika — Majelis Ulama Indonesia
Bali) yang di dirikan Oleh Majelis Ulama Bali untuk Menjamin sebelum adanya
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dalam
naungan Kementerian Agama sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam

sertifikasi halal sesuai denga peraturan yang baru.

Meskipun adanya perubahan kebijakan dalam menerapkan jaminan produk
halal Indonesia dalam melakukan tugasnya BPJPH bersinergi dengan LPPOM-
MUI dan MU dalam memberikan sertifikasi halal dengan tugas dan tanggung

jawabnya sendiri dari pengajuan produk oleh pengusaha hingga terbitnya

51



sertifikat halal. BPJPH sebagai pengatur regulasi LPPOM-MUI sebagai Lembaga
yang melakukan pengujian halal yang kemudian menjadi bahan MUI dalam
memberikan sertifikasi halal dan pelayanan ini harus bisa di selesaikan selama 21
hari bagaiman tujuan percepatan sertifikaisi halal sesuai dengan kandungan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Indonesia adalah negara hukum, artinya Negara yang menjunjung tinggi
keadilan untuk semua warga negaranya.®® Dalam perpektif hukum, timbangan adil
ialah setaranya kadar hak dan kewajiban. Bersamaan dengan hak warga negara
disitulah letak persisnya kewajiban negara. Perlu diketahui bahwa 37 (tiga puluh
tujuht) Provinsi yang ada merupakan wilayah hukum Indonesia. Artinya setiap
kali negara menerbitkan produk hukum yang dinamakan Undang-Undang, maka
tiga puluh tujuh provinsi tersebut menjadi sasaran tepat untuk melaksanakan apa

yang undang-undang amanatkan.

Penyelenggaraan jaminan produk halal misalnya, ketika peraturan
perundang-undangan mengharuskan semua wilayah untuk menerapakan jaminan
produk halal, maka yang demikian harus segera di aminkan, tidak ada
pengecualian wilayah satu dengan lainnya sama-sama berkewajiban menjalankan

amanat undang-undang.

Perkembangan jaminan produk halal mengalami era baru setelah

dicanangkan wajib halal oleh pemerintah pusat, Terhitung semenjak 17 Oktober

35 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013),
1
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2019 sudah diberlakukan. Konsep jaminan halal yang di canangkan undang-
undang mencerminkan identitas Indonesia sebagai negeri kemajemukan, karena
penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sedikitpun tidak mengusik
keberagaman. ltulah sebabnya mengapa jaminan produk halal dapat dengan
mudah di terima masyarakat Kecamatan Denpasar Utara yang notabane menjadi

wilayah dengan mayoritas penduduk bukan beragama islam di Indonesia.

Sesuai dengan Kketentuan Peraturan Pelaksana Undang-Undangnya
sampai 17 Oktober 2024 mendatang, periode wajib halal lebih di fokuskan
terhadap makanan dan minuman.*®Ada periodeisasi wajib halal disini, kategori
barang dan jasa tidak bisa disekaliguskan. Keberadaan periodeisasi ini tentunya
merupakan langkah strategis sambil menunggu terbentuknya Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan halal di setiap daerah tentu memiliki tantangan berbeda sesuai
dengan letak geografis dan kebiasaan serta kepercayaan yang mereka pahami
dalam penerapan halal di Kecamatan Denpasar Utara tentu memiliki pendekatan
tersendiri mengingat mayoritas penduduk Bali bukan beragama Islam dan
penyelenggaraan halal tentu harus bisa berjalan beriringan dan tidak
mengintervensi kepercayaan yang mereka percayai sesuai konsep Islam sebagai

agama rahmatan alamin.

“Dalam penerapan Bidang Jaminan Produk halal dibali tentu kami
mencoba untuk bisa mengakomodir dan bisa masuk ditengah masyarakat

% Ppasal 140 Peraturan Pemerintah Nomr 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Jaminan Produk Halal.
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Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu yang berati mayoritasnya
bukan muslim namun dalam penerapan Bidang Jaminan Halal tidak ada
peraturan khusus yang mengatakan bahwa masyarakat yang mengajukan
sertifikasi Halal harus beragama Islam. Maka dari itu hal ini dapat
diterapkan di Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya bukan Muslim
dengan memberikan pemahaman bahwa dampak dari sertifikasi halal itu
sangat membantu dalam pemasaran produk karena bisa memperluas pasar
dan tentunya nilai ekonomis yang mereka dapat.”*’

Secara Umum penerapan Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar
Utara, dapat mencerminkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pasalnya
selain daerah pariwisata, Bali juga menjadi wilayah mayoritas penduduk bukan
muslim di Indonesia. Pertama kali setelah merdeka Indonesia mewajibkan
sertifikasi halal. Namun begitu, bukan berarti produk non halal tak boleh di
perdagangkan. Disebutkan bahwa produk yang berasal dari bahan yang
diharamkan tetap boleh diperdagangkan, dengan syarat harus mencantumkan
keterangan tidak halal pada produk.®® Dengan konsep yang demikian
penyelenggaraan bidang jaminan produk halal akan selalu bisa diterapkan

diwilayah Indonesia manapun termasuk di Bali.

Hal menarik dari penyelenggaraann bidang jaminan produk halal di Bali
adalah bahwa masyarakat setempat awalnya belum mengerti bahwa produk halal
bukan untuk mengislamkan mereka, namun untuk memperluas pasar dagang
sehingga keuntungan ekonomi bisa lebih banyak di dapatkan. Terlebih sebagai
daerah pariwisata, produk halal adalah bentuk nyata untuk memberikan rasa aman

dan nyaman kepada wisatawan. Penyelenggaraan jaminan produk halal memang

37 Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)
38 pasal 2 ayat (2-3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyeelnggaran Bidang
Jaminan Produk Halal
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identik dengan kepentingan komersial, selama berdampak memberikan
kesejahteraan sejatinya memang itulah yang Undang-Undang harapkan.®® Dengan
demikian maka dapat disimpulkan, bahwa konsep jaminan produk halal di Bali
lalah  mengolaborasikan potensi pariwisata dengan produk halal, untuk

mendapatkan keuntungan komersial.

Pengawasan penyelengaraan jaminan halal harus diterspkan dan
diperhatikan untuk mengetahui perkembangan dalam penerapn jaminan produk
halal dan mengetahui Langkah yang diambil dalam penerapan jaminan produk

halal kedepannya.

“Pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh BPJPH dan pengawasan
yang dilakukan kepada LPH dan produk yang diajukan serta produk
diawasi hanya sebatas kepada barang yang telah mengajukan serifikasi
halal dan untuk pencegahan yang lain kami langsung turun mengedukasi
kepada masyarakat dengan memeberikan pemahaman dan contoh produk
yang halal seperti apa dan dimana tempat untuk mendapatkan barang halal
supaya terjaga dari produk yang tidak halal”.4°

Selain mengetahui perkembangan bagaimana sistem jaminan halal
dipraktekan, pengawasan juga merupakan bagian untuk mengetahui pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi di lapangan. Bilamana ditemukan pelanggaran terhadap
penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, tentunya akan ada sanksi yang di

peruntukkan:*!

% Konsideran “Menimbang” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
40 Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)
4 Ppasal 149 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
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A. Bagi pelaku usaha, sanksi admintratif berupa:
1) Peringatan tertulis;
2) Denda administratif;
3) Pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
4) Penarikan barang dari peredaran.
B. Bagi LPH, sanksi yang dikenakan berupa:
1) Peringatan tertulis, dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang
dilakukan.
2) Pembekuan operasional.
3) Denda administratif paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
4) Pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) dan ayat (3) dapat

diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.

Dengan begitu, jelas sudah bagaimana aturan ketat mengenai sanksi
terhadap pelanggaran jaminan produk halal. Penerapan jaminan produk halal yang
ditekankan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dalam
Penyelenggaraan jaminan produk halal yang merupakan perpanjangan tangan dari
Undang-Undang Cipta kerja dalam mewujudkan Indonesia menjadi produsen
industry terbesar di dunia dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM
terutama terhada pelaku UMKM yang memproduksi makana dan minuman
sebagai focus utama periodesasi halal saat ini dengan memberikan kebijakan yang

bisa mendukung UMKM.
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Dampak yang muncul dari jaminan produk halal terhadap pelaku usaha

yang mengajukan jaminan produk halal tentu memberikan dampak yang lebih

dibandingkan dengan produk yang belum bersertifikasi halal terutama terhadap

produk makanan, salah satunya yaitu yang dikembangkan oleh pengusaha lokal

asli Bali seperti Bakso Supradinasty yang merupakan perusahaan binaan UMKM

dinas perikanan.

“Jaminan produk halal bagi kami memiliki peran penting bagi
usaha kami karena usaha kami bergerak dibidang pengolahan makanan
yang berbahan dasar dari produk hewani seperti daging sapi, daging ayam,
dan daging ikan yang kemudian kami olah menjadi bakso, tahu bakso,
sosis dan olahan sejenisnya. Kualitas bahan baku merupakan salah satu
aspek penting untuk menjaga kualitas terutama aspek kehalalan bahan
baku karena kebutuhan market kami yang saat ini tidak hanya menyuplai
kebutuhan bali kami juga sudah melebarkan market ke daerah Nusa
Tenggara Barat dan beberapa daerah di jawa timur dan market olahan sapi
di Provinsi Bali sangat kecil hanya pendatang dan warga lokal yang
beragama minoritas yang menkonsumsi olahan sapi karena menurut warga
lokal yang beragama hindu Bali sapi merupakan hewan yang disakralkan

dan tidak boleh dikonsumsi”.*?

Selanjutnya wawancara dengan pengusaha warung makan di Kecamatan

Denpasar Utara yaitu hasilnya adalah pelaku usaha merasa lebih mendapatkan

keuntungan dengan adanya sertifikasi halal kepada usahanya, pelaku usaha ini

merasa bahwa konsumen tidak akan ragu untuk makan di tempat usahanya

dikarenakan sudah ada sertifikasi jaminan halalnya.

“Saya merasa dengan adanya sertifikasi jaminan halal ini
konsumen kami yang muslim akhirnya banyak makan ditempat saya
karena di bali ini banyak warung makan yang tidak halal akan tetapi tidak
mencantumkan tanda tidak halalnya sehingga banyak warga muslim yang

2 |bu Fitria, wawancara (Bali 28 agustus 2022)
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takut untuk makan di warung tapi setelah saya mengurus sertifikasi halal
9943

ini banyak warga muslim yang datang karena tidak ragu lagi
Berdasarkan wawancara dengan pengusaha ayam goreng siap saji di
Kecamatan Denpasar Utara yang sudah memiliki sertifikasi jaminan halal juga
mengatakan bahwa usahanya lebih ramai dan cakupan konsumennya pun muslim
dan non muslim ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal, hal ini disebabkan
karena masyarakat beranggapan bahwa ketika sebuah usaha makanan sudah

memiliki sertifikasi jaminan halal maka sudah dapat dipastikan makanan tersebut

pengolahannya bersih dan sehat.

“warung saya ini sekarang lebih ramai semenjak mengurus jaminan
halal yang makan disini pun ada yang islam atau non islam, waktu saya
ngobrol sama salah satu pelanggan saya tanya kenapa memilih makan di
warung saya ini katanya sudah ada logo halalnya jadi makananya sudah
pasti bersih dan sehat”**

Tidak hanya dari pelaku usaha, dampak dari adanya sertifikasi jaminan
halal ini juga dirasakan oleh konsumen, salah satu konsumen yang berkunjung di
Kecamatan Denpasar Utara mengatakan bahwa ia lebih memilik makan diwarung
yang memiliki sertifikasi halal dari pada yang tidak dikarenakan ia merasa lebih

aman dan yakin akan produk makanannya.

“saya kalok berkunjung ke daerah sini pasti cari warung atau
rumah makan yang sudah tersertifikasi halal karena kehalalan produk itu
bagi saya sangat penting sebagai muslim dan saya gak bisa makan dari
warung makan yang belom tersertifikasi halal”*

43 Bapak Andi, wawancara (Bali, 4 November 2022)

4 Bapak Wayan, wawancara (Bali, 4 November 2022)

4 Bapak Ilham, wawancara (Bali, 4 November 2022)
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Selanjutnya wawancara dengan konsumen yang mengatakan bahwa ia
sangat keberatan jika tidak ada logo halal pada rumah makan yang ia kunjungi

dan label halal harus label yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

“saya kan pendatang di daerah ini dan masyarakat daerah sini mayoritas
bukan muslim jadi saya kalok beli makan di warung saya pasti cari warung yang
sudah ada label halalnya dan labelnya bukan klaim yang 100% halal atau 101%

halal tapi yang berlogo LPPOM-MUI »4

Berdasakan hasil wawancara diatas kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa ada nilai tersendiri pada suatu produk yang telah melakukan sertifikasi
halal terutama dalam nilai ekonomis dan ke amanan produk karena dengan
sertifikasi halal baik bagi pelaku usaha maupun konsumen akan sama-sama
merasakan dampak positif. Berdasarkan wawancara diatas terdapat 4 (empat)
dampak dari sertifikasi jaminan produk halal baik bagi konsumen maupun pelaku

usaha:

1. Memberikan Ketenangan bagi Konsumen
Untuk membuat suatu produk baru, pastinya Anda dipertanyakan
bukan tentang kehalalan produk atau barang tersebut? Konsumen akan
menjadi waswas ketika kehalalannya masih dipertanyakan jika masih
belum ada logo halal yang telah disahkan oleh LPPOM MUI. Mengapa
demikian? Karena walaupun mayoritas masyarakat Indonesia

beragama Islam, kebanyakan mereka yakin bahwa kehalalan adalah

46 Bapak , wawancara (Bali, 4 November 2022)
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sebagai tanda penting bagi suatu produk aman dikonsumsi atau
digunakan.

2. Produk Terjamin dan Aman Dikonsumsi atau Dipakai

Mengingat prosedur sertifikasi halal yang ketat, pastinya ini
membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin
untuk dikonsumsi atau dipakai. Tidak hanya makanan saja, kosmetik
pun juga perlu disertifikasi. Ini dikarenakan penggunaan kosmetik
untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang mengandung

bahan najis adalah haram hukumnya.

3. Mendapat Akses Pasar Global

Sudah menjadi keniscayaan bahwa banyak negara yang menerapkan
standard tertentu agar dapat diakses oleh pengusaha. Standard tersebut
dapat berupa kewajiban sertifikasi, misalnya berbentuk dalam
sertifikasi 1SO. Hal yang sama juga berlaku pada sertifikasi halal.
Dengan anda mendapatkan sertifikasi halal, anda dapat mendapatkan
akses pasar global, khususnya niche usaha produk halal. Mengingat
jumlah masyarakat dunia yang beragama Islam cukup banyak, maka

niche pasar produk halal menjadi potensi tersendiri.*’

47 Savira Tavana Dewi, Seberapa Besar Manfaat Mempunyai Sertifikasi Halal? Berikut Beberapa
Manfaat Sertifikat Halal bagi Produsen dan Konsumen Beberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi
Produsen dan Konsumen (goukm.id)
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C. Pandangan Maslahah Terhadap Penerapan Bidang Jaminan Produk
Halal di Kecamatan Denpasar Utara

Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari Provinsi Bali
termasuk wilayah yang menjadi tujuan wisatawan untuk belibur.
Wisatawan yang datang ke Bali tentu saja berasal dari berbagai macam
latar belakang baik ras, agama, dan budaya sehingga hal ini menjadi
tantangan bagi pemerintah daerah Bali untuk mengakomodir segala
keperluan wisatawan. Terkhusus bagi waisatwan muslim, berlibur di
daerah dengan mayoritas beragama Hindu tersebut menjadi sebuah
tantangan terutama perihal kebutuhan produk halal. Selain itu, jaminan
produk halal juga menjadi penting bagi penduduk muslim di Bali sebab
kebutuhan terhadap produk halal di lingkungan dengan mayoritas non
mulsim memiliki urgensitas tersendiri.

Penerapan jaminan produk halal di daerah dengan maroyitas non
muslim juga menjadi pertimbangan tersendiri. Sebab kehalalan produk
merupakan suatu ajaran Islam yang sifatnya eksklusif dibebankan terhadap
seseorang yang memiliki status seorang muslim, karena dalam ajaran
Islam produk halal berpengaruh terhadapa ibadahnya kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Penerapan jaminan produk halal di daerah mayoritas non
muslim juga menjadi tantangan untuk diterapkan secara utuh tanpa
merusak kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Bali yang kebanyakan

beragama Hindu. Sehingga, pandangan maslahah sangat penting dalam
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penerapan jaminan produk halal di Bali yang dalam penelitian ini berfokus
di kecamatan Denpasar Utara.

Begitupun dalam menentukan hukum, perlu diperhatikan adanya
aspek kemaslahatan kendati dalam ketentuan hukum tidak ada syarat dan
ketentuan yang sifatnya mengharuskan adanya maslahat. Namun, untuk
menentukan suatu hukum perlu untuk memperhatikan aspek maslahat agar
tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Dalam hukum Islam,
tujuan penetapan suatu hukum sematar-mata berorientai pada
kemaslahatan manusia. Menurut pandangan ulama usul figh, maslahah
merupakan kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syar’i dalam dalam
wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Maslahah
merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang semuanya dibangun atas
dasar pertimbangan maslahat sejalan dengan misi agama Islam yaitu untuk
mencapai kemaslahatan. Begitupun ketentuan-ketentuan hukumnya tidak
dapat terlepas dari pertimbangan maslahat atau tidak. Kemaslahatan dari
masa ke masa juga mengalami perubahan perkembangan seiring dinamika
yang berkembang di tengah masyarakat.*8

Maslahat berasal dari kata “maslahah” yang berakar pada kata al-.
Kata tersebut merupakan bentuk masdar dari shalaha dan shaluha yang
dibahasakan dalam bahasa Indonesia memiliki arti manfaat, faedah, patut,

layak, baik, dan sesuai. Berdasarkan ilmu saraf, kata “maslahah”

4 Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, Al-lhkam Fiusul al-Ahkam, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi,
1972), 142.
62



merupakan kata yang memiliki satu pola dan semakna dengan kata
manfa’ah. Kedua kata tersebut dalam bahasa Indoensia lantas dimaknai
maslahat dan manfaat.*®

Dalam literature lain, maslahat juga bersal dari kata al-islah yang
artinya damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan
tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahah adalah mafsadat
dari kata fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik.
Menurut Sa’id Ramadhan al-Buthi maslahah adalah manfaat yang
ditetapkan Syara’ untuk para hambanya meliputi pemeliharaan agama,
diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu.
Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai pengambilan
manfaat dan penolakan kemudharatan sekaligus dalam rangka memelihara
tujuan-tujuan syara’.>

Dalam perspektif Islam konsep maslahat identik dengan manfaat.
Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari upaya untuk
memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya. Maslahat
adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah swt. terhadap hambanya, dalam
hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sementara
manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara pada

kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua Yyang menjadi

4 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), 127.
%0 Firdaus, Ushul Figh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 92.
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perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan
kebaikan dalam kehidupan manusia.

Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu manfaat
yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan
fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya.
Dampak maslahat dan mafsadah tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak
pada kehidupan akhirat. Maslahat juga tidak dinilai dari kenikmatan materi
saja, akan tetapi sesgala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa
dan roh manusia. Maslahat agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain,
dan posisinya harus didahulukan.®!

Merujuk pada urgansitas serta tujuan yang hendak dicapai agama
Islam melalui konsepsi maslahah, dalam konteks penerapan PP Nomor 39
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di
Kecamatan Denpasar Utara dapat dipahami sebagai hal yang penting sebab
melalui penerapan ini setidaknya menjadi instrumen yang memudahkan
terutama bagi kaum muslim baik penduduk maupun wisatawan untuk
memilah produk yang dapat mereka konsumsi, sehingga dapat terhindar
dari adanya konsumsi terhadap produk-produk non halal. Namun untuk
mengetahui secara lebih mendalam terkait urgensitas penerapan jaminan
produk halal tersebut, kiranya penting untuk mengalisa berdasarkan syarat

masahah.

51 |ka Yunia Fausia dan Abdul Kadir, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Magasishid
alSyari’ah (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015), 111-112
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Berdasarkan jumhur ulama ushul figh, maslahah secara prinsipal

dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penetapan hukum sekalipun

dalam penerapannya dan penempatan syaratnya terdapat perbedaaan

pendapat diantara mereka. Setidaknya mereka menetapkan 3 (tiga) syarat

dalam menggunakan maslahah sebagai dasar hukum.>?

1.

Maslahah tersebut merupakan maslahah yang nyata (hakiki), yaitu
dapat dipastikan dan bernar-benar mendatangkan manfaat dan
menolak meudaratan serta bukan merupakan dugaan belaka. Pada
aspek ini, lahirnya PP Nomor 39 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ditujukan untuk
memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk yang
dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai dengan syariat Islam.>
Kehadiran PP tersebut benar adanya kemanfaatan yang dapat
diperoleh yaitu kemudahan untuk memilah produk halal dan
memberikan perlindungan hukum atas kepastian pemanfaatan
produk halal sehingga dapat menjadi instrumen untuk menghindari
penggunaan porduk non halal terkhusus bagi muslim. Dalam
konteks, penerapan di Kecamatan Denpasar Utara, PP tersebut juga

sangat bermanfaat mengingat mayoritas penduduk di Bali adalah non

52 Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Figh (terjm. Moh. Zuhri dan Amhad Qarib) (Semarang: Toha
Putra Group, 1994), 119-121.

53 Pasal 1 Angka 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal.
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muslim sehingga mendapatkan produk halal di tengah-tengah
maraknya produk-produk non halal.

Sesuatu yang dianggap maslahah hendaknya berupa kepentingan
umum, bukan hanya sebatas kepentingan individual. Dalam hal ini,
PP Nomor 39 Tahun 2021 bukan sebatas kepentingan individu
belaka, melainkan ditujukan semata-mata untuk kepentingan umum
masyarakat dan pelaku usaha.

Sesuatu yang dianggap maslahah tidak bertentangan dengan
ketentuan al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau bertentangan
dengan ijma’, sekaligus memberikan kemudahan dan menghindari
kesulitan atau kemudaratan. Adanya PP tersebut justru justru senada
dengan hukum Islam yang mengharuskan muslim untuk
mengkonsumsi dan memanfaatkan produk halal. Adanya PP ini
dalam konteks kehidupan muslim di daerah mayoritas non muslim
juga memudahkan mereka dalam mendapatkan produk halal.

PP Nomor 39 Tahun 2021 dapat dibenarkan kehadirannya dalam

hukum Islam, sebab diperuntukan untuk menghindari adanya

kemudharatan berupa konsumsi produk non halal. Secara praktek, PP ini

membantu muslim di Kecamatan Denpasar Utara dalam memilah produk

halal. Bahkan berdasarkan data dari konsumen juga menujukan bahwa

adanya jaminan produk halal juga tidak hanya sebatas bermanfaat bagi

muslim saja, tetapi juga bagi konsumen non muslim. Hal ini disebabkan
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karena produk halal dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebeas dari najis,
dan bebas dari bahan tidak halal.>*

Jadi selagi memberikan kemanfaatan kebijakan tersebut dapat
dilakukan. Manfaat PP tersebut juga memberikan kemudahan bagi
konsumen atas jaminan produk halal, memberikan kepastian kepastian
adanya produk yang terjamin, aman dikonsumsi dan dipakai, produk
memiliki unique selling point, dan bagi pelaku usaha juga dapat menjadi
instrument dalam mengakses pasar global. Selain itu berdasarkan hasil
wawancara, diketahui bahwa adanya sertifikasi produk halal murni hanya
menilai pada asal-usul dan kandungan pada produk tidak dari latar
belakang agama pengusaha yang mengajukan sertifikasi.

Saat ini masyarakat Hindu di Bali sudah paham dan mengetahu
dampak dari sertifikasi halal yaitu bisa meningkatkan nilai ekonomis
mereka dengan cangkupan pasar yang lebih luas.>® Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa PP Nomor 39 Tahun 2021 beserta peenrapannya di
kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan konsep maslahah.

Maslahah juga terbagi menjadi 3 (tiga) jika ditinjau dari segi
kualitas atau kepentingan kemaslahatan, diantaranya:

1. Al-Maslahah ad-Daruriyah

% pasal 6 Aayat (2) huruf ab, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
55 Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)
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Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat
manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan
ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan dan memelihara harta, yang selanjutnya
diistilahkan al-masalih al-khamzah. Misalnya untuk memelihara akal
adalah faktor dalam menentukan kehidupannya, sehingga Allah swit.
menjadikan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah swit.
melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan
hidup manusia. Dalam konteks ini, mejaga agama adalah prioritas
utama yang harus dikedepankan. Adanya PP Nomor 39 Tahun 2021
merupakan wujud preventif konsumsi produk non halal yang secara
jelas diharamkan dalam agama Islam.

. Al-Maslahah al Hajiyah

Maslahah al-hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya
yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara
kebutuhan dasar manusia. PP Nomor 39 tahun 2021 memudahkan
dalam memilah produk halal dan memudahkan dunia usaha, sehingga
PP ini menjadi instrumen dalam memberikan kepastian hukum atas

produk halal.
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3. Al-Maslahah Tahsiniyah
Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat
melengkapi kemaslahatan sebelumnya.>®

Kebutuhan konsumen terhadap jaminan produk halal seperti
sertifikasi dan labelisasi halal sangatlah tinggi dan merupakan sebuah
aspek penting bagi umat muslim karena bagi mereka labelisasi halal
merupakan anjuran agama dan hukumnya wajib dilakukan maka dalam
maslahah sertifikasi halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah
karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan
oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang
banyak.

Jaminan produk halal secara gambaran umum bukan hanya karena
sebatas tuntutan agama Islam yang menganjurkan umat muslim
mengkonsumsi makanan yang halal melainkan lebih untuk menjaga
kesehatan karena makanan yang halal dipastikan jauh dari makanan yang
dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh manusia. Makanan yang
diharamkan agama karena ada dalil yang mengharamkannya namun juga
terbukti secara ilmiah tidak baik untuk tubuh manusia seperti daging babi
dan anjing yang mengandung banyak parasit yang tidak baik bagi tubuh

manusia.®’

56 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Cet 1V; Jakarta: Kencana, 2008), h. 207-215
57 Prof. Dr. Soedarto, Buku Ajar Parasitologi Kedokteran (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011), 103
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Penerapan Jaminan Produk Halal selain anjuran agama dan
memiliki nilai yang baik untuk Kesehatan juga memiliki nilai ekonomi
dengan bertambahnya cangkupan pasar yang bisa di penuhi oleh
pengusaha terhadap halal market yang saat ini menggeliat. Serta dalam
serttifikasi tidak ada aturan yang membatasi tentang latar belakang
pengusaha yang mengajukan harus islam melainkan lebih terfokuskan

kepada asal-usul serta kandungan produk yang terbebas dari unsur haram.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam BAB sebelumnya, dapat
disimpulkan:

1. Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar
Utara sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, hal
ini dibuktikan dengan BPJPH sebagai lembaga yang menerbitkan
sertfikasi bersinergi dengan LPPOM-MUI sebagai LPH yang melakukan
pengawasan terhadap produk yang beredar. Adanya sertifikasi jaminan
halal ini memberikan dampak baik bagi pelaku usaha maupun konsumen,
untuk pelaku usaha mendapatkan dampak yaitu cakupan usahanya yang
makin luas sehingga mendapatkan peningkatan konsumen dan untuk
konsumen mendapatkan dampak akan keamanan dan jaminan kehalalan
atas suatu produk selain itu juga konsumen mendapatkan jaminan
kebersihan dan kesehatan atas produk yang memiliki sertifikasi jaminan
halal.

2. Hadirnya PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal sekaligus penerapannya di Kecamatan Denpasar Utara
memberikan kemudahan dan kepastian hukum terhadap jaminan produk
halal terutama bagi muslim minoritas di daerah tersebut. Berdasarkan

syarat maslahah, adanya PP Nomor 39 Tahun 2021 tersebut menunjukan
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adanya kemanfaatan yang hakiki, diperuntukan untuk kepentingan umum,
dan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah
Rasullullah. PP Nomor 39 tahun 2021 tersebut juga termasuk dalam
maslahah daruriyat, karena orientasinya adalah menjaga agama dengan
menghindari konsumsi dan penggunaan produk non halal. Selain itu secara
penerapannya di kecamatan Denpasar Utara tergolong maslahah hajiyat,
karena memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam

mendapatkan dan menggunakan produk halal.

B. Saran

Kendati secara pelaksanaan terbilang susai dengan teknis prosedural dan
memberikan kemudahan serta kemanfaatan bagi masyaratat terutama kaum
muslim di Kecamtan Denpasar Utara, namun untuk memaksimalkan
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 diperlukan adanya
sosialisasi secara menyeluruh agar penyelenggaraan jaminan produk halal

benar-benar terimpelemntasi secara inklusif.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN LPPOM MUI BALI

1. Bagaimana penerapaan pp 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang
jaminan produk halal di pulau bali ?

2. Sebagai daerah pariwisata bagaimanakah konsep dan pelaksanaan jaminan
produk halal di wilayah Bali Apakah ada pearaturan khusus ?

3. Bagaimana dengan pengawasan jaminan dalam menjamin halal suatu
produk karena secara geografis bali memiliki mayoritas penduduknya
adalah non muslim ?

4. Dalam pelaksanaan penerapan halal apakah ada permasalahan dari pihak

Ippom atau dari pihak yang mengajukan?
DAFTAR PERTANYAAN PELAKU USAHA

1. Apakah rumah makan ini menjual makanan halal?
2. Apakah pelaku usaha rumah makan ini memahami tentang
pentingnya memiliki sertifikat halal terhadap produk halal?

3. Apakah ada manfaat setelah mendapat sertifikasi?
DAFTAR PERTANYAAN PELAKU KONSUMEN

1. Bagaimana pentingnya makanan berlogo halal?

2. Kenapa memilih makanan yang berlogo halal?
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